
Menimbang: 

Mengingat: 

BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 

NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 

KERJA SAMA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLITAR, 

a. bahwa dalam rangka menanggulangi permasalahan

ketniskinan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat maka perlu dilakukan kerja sama

secara terpadu dengan melibatkan desa dengan desa

lain maupun desa dengan pihak ketiga;

b. bahwa kerja sama desa harus berorientasi pada

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam

masyarakat guna kelemahan satu desa dilengkapi

oleh desa atau pihak lain;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama

Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tah.un 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
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f. obyek perjanjian hilang;

g. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah,

atau nasional; atau

h. berakhimya masa perjanjian.

BAB VIII 

BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA 

Pasal 12 

( 1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar-Desa dibebankan pada Desa yang

melakukan kerja sama dengan pengelolaan keuangan

dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.

(2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga disesuaikan

dengan perjanjian bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan

keuangan dipertanggun&iawabkan masing-masing.

(3) Dalam hal dibentuk badan kerja sama, maka pengelolaan keuangan,

dipertanggungjawabkan oleh badan kerja sama kepada Kepala Desa

masing-masing dan Pihak Ketiga.

BAB IX 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 13 

( 1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja Sama Desa diselesaikan

secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

(2) Apabila terjadi perselisihan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi

dan diselesaikan oleh Camat.

(3) Apabila terjadi perselisihan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu

kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang

ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi

penyelesaian perselisihan.

(5) Perselisihan dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan

dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan dalam

perjanjian bersama.



BABX 

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DALAM KERJA SAMA DESA 

Pasal 14 

Peran BPD dalam Kerja Sama Desa adalah mengadakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Kerja Sama Desa. 

BABXI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 15 

(1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.

(2) Pembinaan dan Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerja Sama

Desa;

b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja Sama Desa;

c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Desa;

dan

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja

SamaDesa.

(3) Bupati dapat menugaskan Camat untuk:

a. memfasilitasi Kerja Sama Desa;

b. melakukan penga:wasan Kerja Sama Desa; dan

c. memberikan bimbingan, superv1s1 

pelaksanaan Kerja Sama Desa.

BAB XII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 

dan konsultasi 

Pelaksanaan kerja sama antar-Desa maupun kerja sama antara Desa 

dengan Pihak Ketiga yang ada kaitannya dengan adat istiadat Desa diatur 

dengan Peraturan Desa. 
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BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama antara Desa dengan Pihak Ketiga 

yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Daerah ini. 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Antar Desa, 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

29 J.i:,tou1ar 2JHi 

LITAR, 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 277-7 /2016 

Ditetapkan  di Blitar 

pada tanggal

29 3opt Ql..11 er 2i 1 • 








